
 
 
 
 
 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 1985  
TENTANG 

RUMAH SUSUN 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan 

peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha 
pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan 
perumahan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis 
Besar Haluan Negara, diperlukan peningkatan usaha-usaha 
penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang 
dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan 
masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah; 

 b. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil 
guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih 
meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di 
daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya 
tersedia luas tanah yang terbatas, dirasakan perlu untuk 
membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu 
lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki 
bersama dan satuan-satuan yang masing-masing dapat 
dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan 
memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam 
masyarakat; 

 c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan rumah 
susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 
diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Undang-
undang; 

 
Mangingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945; 
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran 
Negara Tahun 1962 Nomor 40) menjadi Undang-undang 
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(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2611). 

 
 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN. 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
 
1. "Rumah Susun" adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang 
distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun 
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 
hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan 
tanah-bersama. 

 
2. "Satuan rumah susun" adalah rumah susun yang tujuan peruntukan 

utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang 
mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

 
3. "Lingkungan" adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas 

yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan 
fasifitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat 
pemukiman. 

 
4. "Bagian-bersama" adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 

tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi 
dengan satuan-satuan rumah susun. 

 
5. "Benda-bersama" adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 

susun, tetapi yang dimiliki bersama  secara tidak terpisah untuk 
pemakaian bersama. 

 
6. "Tanah-bersama" adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar 

hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah 
susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan. 

 
7. "Hipotik" adalah hak tanggungan yang pengertiannya sesuai dengan 
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Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang 
selama pengaturannya belum dilengkapi dengan Undang-undang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960, menggunakan ketentuan-ketentuan tentang hipotik dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang belum ada 
pengaturannya dalam Undang-undang ini. 

 
8. "Fidusia" adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda 

berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi 
pelunasan piutang kreditur. 

 
9. "Pemilik" adalah perseorangan atau, badan hukum yang memiliki 

satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak 
atas tanah. 

 
10.  "Penghuni" adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam 

satuan rumah susun. 
 
11. "Perhimpunan penghuni" adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri 

dari para penghuni. 
 
12. "Badan pengelola" adalah badan yang bertugas untuk mengelola 

rumah susun. 
 

BAB II 
LANDASAN DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas kesejahteraan umur 
keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam 
perikehidupan. 
 

Pasal 3 
 
Pembangunan rumah susun bertujuan untuk : 
 
(1) a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, 

terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, 
yang menjami kepastian hukum dalam pemanfaatannya; 

 
 b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah 

pekotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya 
alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, 
serasi, dan seimbang 

 
(2) Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi 

kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan ketentuan ayat 
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(1 huruf a). 
 

BAB III 
PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan rumah susun. 
 
(2) Pemerintah dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan sebagian urusan pengaturan dan pembinaan rumah 
susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB IV 
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN 

 
Pasal 5 

 
(1) Rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat keperluan dan 

kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah. 
 
(2) Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta 
yang bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat. 

 
Pasal 6 

 
(1) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan 

administratif. 
 
(2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang persyaratan teknis dan 

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 7 

 
(1) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna 

bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
(2) Penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun di atas 

tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan 
status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual 
satuan rumah susun yang bersangkutan. 
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(3) Penyelenggaraan pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas 

satuan dan bagian-bersama dalam bentuk gambar dan uraian yang 
disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang memberi kejelasan atas  : 

 
 a. batas satuan yang dapat dipergunakan-secara terpisah untuk 

perseorangan; 
 b. batas dan uraian atas bagian-bersama dan benda-bersama yang 

menjadi haknya masing-masing satuan; 
 c. batas dan uraian tanah-bersama dan besarnya bagian yang 

menjadi haknya masing-masing satuan. 
 

BAB V 
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN 

 
Pasal 8 

 
(1) Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum 

yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. 
 
(2) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang 

bersifat perseorangan dan terpisah. 
 
(3) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan 
tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 

 
(4) Hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan hak atas tanah 

bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas luas 
atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan 
tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama. 

 
Pasal 9 

 
(1) Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan 
rumah susun. 

 
(2) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) terdiri atas : 
 
 a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama 

menurut ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; 

 b. Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang 
menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki; 
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